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ABSTRAK

Negara Indonesia adalah negara hukum, seperti yang tercantum dalam Pasal
1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan
Nasional yang hendak dicapai oleh Bangsa Indonesia tercantum dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea
IV. Salah satu hal yang diperlukan dalam mewujudkan pembangunan nasional
adalah aparatur negara yang berkualitas dengan sikap disiplin kerja yang tinggi.
Aparatur negara dituntut untuk memenuhi segala kewajiban dan larangan
berdasarkan Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil. Di dalam Pasal 3 angka 11 diatur bahwa setiap PNS memiliki
kewajiban untuk masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, namun dalam
pelaksanaannya, ditemukan beberapa oknum PNS yang melanggar ketentuan
Pasal tersebut khususnya di Dinas Perhubungan Padang Panjang. Adapun tujuan
dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan hukuman
disiplin bagi pegawai negeri sipil pada Dinas Perhubungan Padang Panjang serta
mengetahui cara menindaklanjuti kasus pelanggaran. Penelitian ini bersifat
Yuridis Empiris yang menekankan Kkepada aspek hukum kemudian
menghubungkannya dengan fakta di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat
disimpulkan bahwa penerapan hukuman disiplin bagi pegawai negeri sipil yang
melanggar ketentuan jam kerja pada Dinas Perhubungan Padang Panjang telah
terlaksana sesuai Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 Adapun kendala yang
dihadapi antara lain adanya faktor yuridis, benturan kepentingan antara
kepentingan dinas dengan kepentingan pribadi pegawai, rendahnya kesadaran
pegawai akan kedisiplinan, dan kebiasaan melakukan tindak indispiliner. Tindak
lanjut yang dilakukan terhadap pegawai yang melanggar berupa teguran lisan oleh
Rully Hardian, S,STP, MPA terhadap pegawai NS, teguran tertulis oleh | Putu
Venda, S.STP terhadap pegawai G, dan pernyataan tidak puas secara tertulis oleh
Harry Rizka Perdana,S.IP, M.Si terhadap pegawai I.
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